BAB 5
SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN
5.1.Simpulan

Dengan menyesuaikan laporan PPh Pasal 21 CV. K sesuai
dengan undang-undang perpajakan yaitu memasukkan biaya jabatan
pada laporan PPh Pasal 21 CV.K yang salah saji akan menghasilkan
PPh Pasal 21 terhutang perusahaan yang lebih kecil dari sebelum
dimasukkan biaya jabatan. Jika dibandingkan hasil menurut
perusahaan dan undang-undang maka perusahaan mengalami lebih
bayar pada PPh Pasal 21. Tetapi selama ini perusahaan mengalami
kurang bayar karena perusahaan belum memasukkan tunjangan tunai
yang telah diberikan kepada karyawannya.

Dengan memasukkan nilai tunjangan tunai yang sebelumnya
belum dimasukkan perusahaan dalam laporan PPh Pasal 21 berupa
tunjangan bensin, makanan, servis, obat, makanan, anak, dan
transportasi  kepada karyawan-karyawannya akan menambah
deductible expense perusahaan sehingga PPh Pasal 21 terhutangnya
meningkat. Jadi kesalahan saji PPh Pasal 21 perusahaan
mengharuskan perusahaan membayar denda sebesar 2% per bulan,
atas jumlah pajak kurang bayar jika perusahaan memperbaiki laporan
PPh Pasal 21nya sebelum adanya pemeriksaan atau membayar denda
sebesar 100% per bulan dari jumlah pajak kurang bayar, jika
berdasarkan hasil pemeriksaan laporan terbukti kurang bayar.

Diasumsikan perusahaan melakukan pembayaran denda kurang

bayar pada Januari 2016 dan harus membayar Rp 6.672.888
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untuk kurang bayar dan denda sebesar Rp 1.773.932 jika belum
adanya pemeriksaan, sedangkan denda sebesar Rp 88.696.620
jika sudah ada pemeriksaan. Jadi sebaiknya perusahaan secepat
mungkin melakukan pembetulan sebelum adanya pemeriksaan.
Sehingga perusahaan hanya membayar denda sebesar Rp
1.773.932 dan kurang bayarnya sebesar Rp 6.672.888.

Sebenarnya tax planning yang dilakukan CV.K sudah bagus,
dengan memberikan tunjangan tunai kepada karyawan-karyawannya
yang menambah penghasilan karyawan dan boleh dibebankan
perusahaan, dan pemberian natura dalam bentuk voucher pulsa
telepon yang digunakan untuk kebutuhan karyawan yang dapat
dibebankan sebesar 50%. Hanya karena kesalahan saji dalam laporan
PPh Pasal 21 CV.K yang membuat perusahaan mengalami kurang
bayar. Sedangkan deductible expense dapat lebih dimaksimalkan
dengan menambahkan tunjangan pajak dengan gross up method.
Sehingga total tunjangan yang diberikan perusahaan melalui
tunjangan perusahaan, dan tunjangan pajak pada karyawan semakin
besar dan dapat mengurangi penghasilan bruto perusahaan yang
meminimalkan PPh Badan perusahaan.

Selisih yang terjadi pada penerapan tax planning gross up
method merupakan penghematan pajak yang dapat diperoleh
perusahaan. Dimana setelah menerapkan tax planning untuk tahun
2014, perusahaan membayar PPh sebesar Rp 55.014.142 sehingga
perusahaan menghemat Rp 35.020.660 dari sebelum dilakukannya



84

tax planning yaitu sebesar Rp 90.034.802, dan pada tahun 2015,
perusahaan membayar PPh Rp 44.449.009, sehingga perusahaan
menghemat Rp 47.742.821 dari sebelum dilakukannya tax planning
yaitu 92.191.830.
5.2.Keterbatasan

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah data yang didapat
hanya dari Januari 2014 hingga September 2015 karena data
penelitian didapat peneliti pada November 2015, sehingga data
penelitian dari Oktober 2015-Desember 2015 menggunakan asumsi
untuk besarnya gaji dan tidak mendapatkan bonus.
5.3.Saran

1. Untuk kedepannya peneliti lain sebaiknya memiliki data
dalam kurun waktu 1 tahun secara lengkap, sehingga
mempermudah peneliti lain dengan tidak menggunakan
asumsi pada besarnya gaji karyawan dan bonus karyawan.

2. Untuk kedepannya perusahaan dapat mencoba melakukan
perencanaan pajak dalam bentuk makan bersama dari pada
memberikan tunjangan makan kepada karyawan yang
bersifat tunai. Karena belum tentu tunjangan makan
digunakan pegawai untuk membeli makanan, dan dengan
adanya makan bersama akan memaksa ataupun
mendorong  karyawan-karyawan untuk saling
berinteraksi/  berosialisasi ~ dan ~ menambah

keakraban sesama karyawan.
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